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Penegakan Hukum atas Peristiwa Pembubaran Diskusi Forum Tanah Air (FTA) 

 

1. Melakukan investigasi secara menyeluruh dan pihak-pihak yang terlibat serta 

melakukan penegakan hukum sampai diputus oleh Pengadilan secara adil dan 

transparan. 

2. Memperkuat analisis intelijen terkait potensi unjuk rasa dan dinamika yang 

mungkin terjadi untuk mengantisipasi potensi risiko terhadap segala bentuk 

kericuhan yang terjadi. 

3. Memastikan keamanan dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang 

menyalurkan pendapat dan ekspresi di ruang publik dari kemungkinan 

pelanggaran oleh kelompok vigilante. 

 

Komnas HAM mengapresiasi Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya yang telah melakukan 
penegakan hukum terhadap 9 (sembilan) orang tersangka. Komnas HAM meminta 
penegakan hukum dilakukan dengan adil dan transparan.  

 

Jakarta, 8 November 2024 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

 

Uli Parulian Sihombing 

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan 

 

Narahubung: 

Wakil Ketua Eksternal Abdul Haris Semendawai (0895-3964-27682) 

Sehubungan dengan terjadinya peristiwa pembubaran diskusi Forum Tanah Air (FTA) 
yang terjadi di Hotel Grand Kemang pada 28 September 2024, yang diduga dilakukan 
oleh kelompok non-negara (vigilante), Komnas HAM telah melakukan pemantauan, yaitu 
permintaan keterangan kepada para saksi dan korban, Polda Metro Jaya, serta 
melakukan koordinasi dengan Irwasum Polri. Selain itu, Komnas HAM juga telah 
mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada Kapolda Metro Jaya pada 4 
November 2024.  
 
Setelah melakukan serangkaian pemantauan yang dilakukan, Komnas HAM menemukan 
bahwa aksi pembubaran diskusi Forum Tanah Air yang dilakukan oleh aktor non negara 
atau kelompok vigilante. Adanya pelanggaran HAM atas hak berpendapat dan 
berekspresi, berkumpul secara damai. Untuk itu, Komnas HAM menyampaikan 
rekomendasi sebagai berikut: 
 


